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ABSTRAKSI 

Dalarn rangka mengantisipasi dinamika intemasional, sektor publik berperan untuk rnenunjang dan rnendorong kegiatan sektor swasta rnelalui sistern 
. pelayanan umum yang cepat, mudah, serta etisien tanpa mengurangi kepastian 
dan hak yang sarna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pelayanan dari 
suatu organisasi publik. Hal tersebut direspon oleh penge10la pelabuhan Tanj ung 
Perak dalam bentuk peningkatan kualitas dan sistern manajernen pelayanan yaitu 
Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang rnelalui Pusat 
Pelayanan Satu Atap (PPSA) dalam rangka untuk lebih rneningkatkan kelancaran 
pelayanan di pelabuhan, rnemotong panjangnya jalur birokrasi serta 
menterpadukan sistem pelayanan. 
Dasar hukum dari kebijakan ini adalah keputusan Menteri Perhubungan 
Nornor: 1M 6/AL 30141 Phb-96 tentang Pelaksanaan Sistern Satu Atap Pelayanan 
Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan BelawanJMedan, Tanj ung 
Ernas/Sernarang, Tanjung PerakiSurabaya dan Makassar/Ujung Pandang. Oleh 
karena itu untuk rnengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, dirumuskan rna salah 
"Bagairnana pelaksanaan Sistern Satu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat 
Barang di PT (pERSERO) Pelabuhan Indonesia III Tanjung Perak Surabaya serta 
faktor-faktor apa saja yang rnendukung pelaksanaannyaT' 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, di1akukan penelitian menggunakan 
tipe penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian ini rnengambillokasi 
di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikarenakan pelabuhan ini rnerupakan salah 
satu pelabuhan yang rnelaksanakan kebijakan ini selain itu Pelabuhan Tanjung 
Perak sebagai ~juan kapal dari dalarn dan luar 'negeri sehingga arus kapal yang 
rnasuk ke pelabuhan ini sangat tinggi untuk itu diperlukan pelayanan yang prima. 
Para informan aparat ditentukan secara purposive sampling dan untuk pengguna 
jasa secara acakrandom sampling. Pengumpulan data dengan wawancara dan 
menggunakan dokumen Untuk memeriksa keabsahan data digunakan triagulasi, 
Dalarn penelitian ini digunakan teori dari Edward dan dari Grindle. 
Hasil penelitian ini rnenunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil dan dapat 
rnencapai apa yang rnenjadi tujuan adanya kebijakan tersebut, rneskipun ada 
beberapa kekurangan pada beberapa bagian. Dari penelitian ini juga dapat 
diketahui bahwa faktor rnendukungnyaa seperti faktor Struktur Birokrasi sangat 
berperan dan berjalan efektif dikarenakan telah terdapat SOP yang rnengatur 
dengan jelas dan rnenjadi acuan, tetapi pada pelaksanaan di lapangan rnasih 
terdapat penyimpangan. Namun hal itu bukanlah menjadi masalah dikarenakan 
adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Faktor kornunikasi dan koordinasi 
dalarn pelaksanaan kebijakan ini berjalan sangat efektif. Faktor Surnber daya yang 
terdiri dari fasilitas, aparat peiaksana, dana dan kewenangan cukup rnemadai, 
rneskipun pada beberapa bagian rnasih terdapat beberapa kekurangan yang dapat 
rnenjadi pengharnbat. Untuk faktor disposisi rnenunjukan taraf yang baik, para 
aparat pelaksana mendukung adanya kebijakan tersebut. Sedangkan dukungan 
kelornpok sasaran ini sangatlah besar karena rnereka telah. merasakan manfaat 
adanya pdaksanaan kebijakan satu atap ini. 
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